
 

GUBERNUR SUMATERA SELATAN 

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN 

NOMOR 37 TAHUN 2020 

TENTANG 

PEDOMA ADAPTAS KEBIASAAN BARU MENUID r..dASY A.RAK.A. T PRODUKTIF 
DAN AMANPADA SIT ASl CORONA VIRUS DISEASE2019 (COVII)..19) 

Menimbang 

M,engingat 

DI PROVIN"SI SUMATERA ELA TAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 

a. bahwa pembangu a dan perekonomian serta 

meningkatkan kesehatan masyarakat melalui 

pencegahan dan pengendalian penularan Corona Virus 

Disease 2019 (COVI.D-19}, per1 u adaptas· kebiasaan 

barn menuju masyarakat produktif dan aman pada 

situasi pandemi Covid-19 di wilayah Provinsi Sumatera 

Selatan; 

b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomo 6 Tahun 

2018 ten tang Kekarantinaan Kesehatan dan Keputusan 

Pr-esiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan 

Kedaruratan Keseha.tan Masyara.kat Corona Virus 

Disease 2019 {COVID-19) perlu ditindaklanjuti dalam 

bentuk kebijakan daerah yang menjad· arah dan dasar 

dalam adaptasi kebiasa.an baru menuju masyarakat 

produktif clan aman COVID-19 di wilayah Provinsi 

Sumatera Selatan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 

menetapkan Peratu:ran Gubemur tentang Pedoman 

Adaptas · Kebiasaan Baru Me uju Masyarakat Produktif 

dan Aman pada Situasi Corona Virus Disease 2019 

(Covid-19) di Provinsi Sumatera Selatan; 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan 

(Lembaran Negara Republik Indo esia Tahun. 195,9 

Nomor 70. Tambahan Lembaran Negara Republilc 

Indonesia Nomor 1814); 
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3. Undang-Undang Nomm· Tahun 1984 tentang Wabah 
Penyakit Menular (L mbaran eg2ffa Repu blik 
Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Le1nbaran 
Negara Repub · Indonesia Nomor 3273}; 

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang 
Penanggulangan Bencana {Lem baran Negara R pu blik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4723}; 

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 ten tang 
Kesehatan (Len-1baran N gara Republil� Indon sia 
Tahun 2009 omor 144, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5063); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang 
Pemerintahan Daerah (Lembarru1 Negara Repu blik 
Indonesia Tahun 20 4 Nomor 244; Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana te[ah beberapa kali diubah, terakhir 
dengan Undang-Undana Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 'JQ 15 Nomor 58, 
Tan1.bahan Lembaran Negara epublik Indonesia Nomor 
5679); 

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administr.asi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan 
Lembaran Negara R publik Indonesia Nomor 5601); 

8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang 
Kekaranti aan K s hatan (Le1nbaran N gara Repubr 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 128 1 Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia N omor 6236J; 

9. Peraturan Pemerintah Pengganti Undana-Undang 
Nomor 1 Tahun 2020 ten tang Keb 'ja. an K uan°an 
Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk 
Penangan Pandemi Corona Virus Disease 19 (Covid-19) 
dan/atau dallam rangka Menghadapi Ancaman yang 
Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau 
Stab"lita Si tern Keuangan (L mbaran Negara epublik: 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tainbahan Lembaran 
Negara Republik lndonesia Nomor 6485); 

10. Peraturan Pemerintah omor 40 Tahun 1991 tentang 
Penanganan Wabah Penyakit Menular (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 9, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3447); 
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1 1 .  P raturan Pemerintah Nomor 2 1  Tahun 2008 tentar g 
Penyele ggaraan Penanggulangan. Bencana {Lembaran 
Negara Repu blik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42 ,  
Tambahan L mba ran Negara Rep ublik n d onesia Nomor 
4828) ; 

1 2 . eraturan Pemerintah Nomor 22 Tah un 008 tentang 
Pendanaan dan  Pengelolaan Ban tuan Bencana 
(Lem baran Negara Republik Indo nesia Tah un 2008 
Nomor 43 ) Tambahan Lembaran Negara Republ ik 
Indonesia Nomor 4829) ; 

1 3 . Peratu ran Pemerintah Nomor 33 Tah un O 18 ten tang 
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai 
Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik 
Indonesia 'J'ah u n 20 1 8  Nomor 1 09,  Tambahan 
Lembaran Negara Repu blik Indonesi Nomor 6224) ; 

1 . Peraturan Pemerintah Nomor 2 1 Tahun 2020 tentang 
Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka 
Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 20 1 9 
{COVID- 1 9 ) (Le 1nbar n Negara Republik 1ndonesia 
ahu n 2020 Nomor 9 1 Tambahan Lembaran Negara 

Republ i l-: Indonesia Nomor 6487) ; 
1 5 . Pera tu ran Pemerintah Nomor 23 Tah un 2020 ten tang 

Pelaksanaan Prog am Pemulihan Ekonomi Nasional 
dalam rangka Mend ukung Kebijakan Keuangan Negara 
Untuk Penangan an Pandemi Corona Virus Disease 

20 9 (COVID- 1 9) dan / a au Menghadapi Ancai11an yang 
Membahayakan Perekonomian Nasional dan /atau 
Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan 
Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republ i l..: 
Indonesia Tah u n  2020 Nomor 1 3 1 ;  Tambahan 
Lembaran Negara epublik Indo 1es ia omor 65 14) ; 

16 . Peraturan Presiden Nomor 82 Tah u n  2020 tentang 
Komite Penanganan Corona Virus Disease 20 1 9  {Covid-
1 9 ) dan Pemulihan Ekon omi Na ional (Lembaran 
Negara Tahun 2020 Nomor 1 78 1 ) � 

1 7 .  Kepu tu san Presiden No mor 1 1 Tah un 2020 ten tang 
Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat 
Corona Virus Disease 20 19 (COVID- 19) ; 

1 8 .  Keputu san Presiden Nomor 12  Tahun 2020 tentang 
Penetapan Bencan a N onalam Pan demi Corona Virus 

Disease 20 19 (Co id- 1 9 )  sebagai encana Nasio nal; 
1 9 . Peratu an Men teri esehatan Nomor 9 Tahun 2020 

tenta.ng Pedoman P mbatasan Sosial B rskala esar 
dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus 
Disease 20 9 (Berita Negara Repu blik Indonesia Tahun 
2020 Norn-or 326) ; 



 

Menetapkan 

- 4 -

20 . Peraturan Menteri Perhubung.an Nomor PM. 18 
Tahu n 2020 t nta ng Peng ndalian Transportasi dalam 
rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Di.sease 
2019 (Serita Negara Repu blik Indonesia Tah un 2020 
Nomo r 36 ) ;  

MEMUTU KAN : 

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN ADA PfASI 
KEBIASAAN BARU M ENUJU MASYARAKAT PRODUKTIF 
DAN AMAN PADA SITUASI CORONA VIRUS DISEA SE 20 1 9  
(COVID-19) DI PROVINSI SUMATERA SELATAN. 

BAB I 
KETENT UAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Gu bern u r  ini yang dimak:sud dengan 
l .  Daerah Provinsi adalah Provinsi S umatera Selatan. 
2. Gu bernur adalah Gubernur Sumatera S Iatan . 
3. Daerah Kabup ten/ Kot adalah Kabupaten/ ota d i 

Provinsi Sumatera Sela tan . 
Bupac i/Walikota adalah B upati/ Walikota di  Provinsi 
Sumatera Selatan. 

5 . Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus 
Desease 2019 ( Covid- 1 9) Provinsi Su matera Selatan 
yang selanju tnya disebu t Gugus Tugas Prov ins i  adala h 
tim yang ct ·be tuk oleh Gu . ern ur, mempunyai tugas 
mempercepat penan ggulangan Covid-19 melalui 
si nerg i tas antar pemerintah, badan usahat akademisi , 
masyarakat dan media. 

6 . Gugu s Tu.gas Percepatar P nanganan Corona Virus 

Disease ( Covid- 1 9 ) Kabupa ten/ Kota yang selanjutnya 
dis,ebu t Gugu s Togas Kabu paten/ Kota adalah tim yang 
d.ibentuk oleh Bupati/Walikota di wilayah Provinsi 
Sumatera Selatan. 

7. Perilaku H id up Bersih dan Se hat, yang s lanju tnya 
disingkat PHBS adalah Perilaku Hidup e s ·  S hat 
bagi masyarakat di Provinsi Sumatera Selatan. 

8 . Adaptasi eb 'asaan Baru Menuj u  Masyaraka Produ ktif 
dan Aman Covid-19 yang selanju tnya dise bu t AKB
M2P Covid-19 adalah pedornan dalam melaksana!{an 
ak.tivitas 1-�ehidupan sehari-hari menuju masyarakat 
produk if dan aman Covid-19 . 

�- - - .. ,_ - ·--· -·------
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9 . Penduduk adalah se tiap o rang ya ng be rdomisili 

dan/atau berkegiatan di wilayah Sumate ra Selatan . 

Pasa l 2 

Ruang l ingkup Peraturan Gube r nu r · i me iputi : 

a . pelaksanaan AKB -M2PA Covid- 19; 

b. hak � dan kewaj iban penduduk dalam p· laksanaan AK -

M2 PA Covid- 9; 

c. sumber daya penanganan Cov ·d- 19; 

d. pemantauan, evaluasi dan pe apo ran; dan 

e. sanks· . 

Pasal 3 

Peraturan Gu bernur ini d ibentuk untuk menjadi panduan 

da lam .: 

a. m ningkatkan parti ipasi wa rga masyarakat dan pa ra 

pemangku kepentingan untuk mencegah meningk:atnya 

p nularan d n penyebaran pen yakit Co rid- 19 di Provinsi 

Sumatera Selatan; 
b . mendorong warga 1nasyara1 a 

hidup bersih dan sehat ser 

mematuhi Protokol Kesehatan 

Sumat ra S Iatan; dan 

m n rapkan perilaku 

memi liki k sada ran 

Covid- 1 9 di Pro insi 

c. m.endorong terciptanya p mulihan berbagai aspek 

kehidupan sosia1 dan ekonomi warga mas yarakat yang 

terdampak Covid- -9. 

BAB I I  

PELAKSANAAN AKB -M2 PA CO VlD- 1 9 

agian Kesatu 

Um um 

Pasal 4 

( 1 }  Den gan . Peratu ran G u be rnur in " d iberlaku kan A KB -M 2 PA 

di wilayah S u matera Sela tan . 

(2 J AKB- M2 PA sebagaimana dimaksud pada a yat ( 1 ) 

d ilaksan akan untuk mem b u dayakan p erilaku d i siphn 

so sial p ad a  al tiv itas luar r u mah pada se tiap o rang yang 

be rd omi iii dan / a au b erk ,giatan d i  wila yah Su matera 

Selatan . 

(3 ) Se iap o ·ang yang berdomisili d an /  tau be rkegiatan di 

wilayah S umatera Sel tan sebagaimana dimaksud pada 

ayat {2 } waJ ib : 

· - - - - -- • ·· ·- -
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a . menggu nakan masker di Iuar rumah atau berin te raksi 

dengan orang lain yang tidak diketah t i  statu s 

l{esehatannya� 

b .  membersihkan tangan secara teratur dengan cara 

mencu ci tangan mema kai s bun  dengan ·r  mengali. r  

atau menggunakan cairan antiseptik berbasis alkohol 

70%/ han d.sanitizer, 

c. selalu me ghindar' me yentuh mata} h idung dan 

mulu t dengan tangan ya ng tida l{ bersih ;  

d .  menjaga Jarak (physical dista ncing} di semua tempat 

minimal dalrun 1 ,5 meter sampai dengan 2 meter; 

e .  memb ·asakan memberi salam tan pa melakukan 

kontak fisik ;  

f. menghindaxi penggunaan alat pribadi secara bersama; 

g. bagi set iap o rang yang memiliki gejala demai11 {s uhu 

tu buh � 37 ,5°C) , batuk, p " l  k ,  nyeri tenggorokan ,  

dan/ a tau esak nafas agar tidak beraktiv itas d i  luar 

ru mah dan segera menghu bungi tenaga kesehatan 

atau fasi l i tas k sehatan te rdekat ; dan 

h .  per i la u Hidup Bersih dan ehat (PHBS) dalam 

beraktivitas .. 

(4 ) Kewaj i ban se baga iman dimaksud pada ayat (3 ) melipuf: 

a. pe lak:sanaan pembe ajaran d i  sekolah dan/atau 

inst itusi pendidikan ; 

b.  aktiv i tas bekerja di tempat kerja atau perkantoran ; 

c .  kegiatan keagamaan di rumah ibadah. ; 

d .  kegiatan ct · tempat atau fasilitas u mu m; 

e . kegiatan sosial dan budaya; dan 

f. orang dan barang menggu n akan moda transportasi . 

(5) Pe la}.:sanaan AKB-M2PA se bagaimana dimaksud pada 

ayat ( I )  pada t ingkat kabupaten/ko ta dia ur oleh 

Bu pati/W alikota sesuai dengan kewenan°annya. 

(6 ) Setiap pilnpinan u n · t organisasi pemerin ahan, 

organ · sasi swasta dan Lembaga Swada_ a Masyarakat 

atau Penanggung jawab suatu kegia tan waj ib 

menerapkan protokol kesehatan di lingkungan masm g

masmg. 

Bagian Kedua 

Kegiata Pemb lajaran di Sekolah d / atau lnstitu si 

Pendid ikan 
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Pasal 5 

( l )  Kegiatan pembelajaran dan a.k.tivitas pelayanan 
administra.si di sekolah dan/atat institu si pendidikan 
dilaksanakan dengan kewajiban bagi setiap oran untuk 
men erapkan pro okol kesehatan sebaa.aimana dimaksud 
dalam kete ntuan Pasal 4 ayat (3 ) . 

(2) Institusi pendidikan s bagaimana d imaksud pada ayat 
(1) , meliputi : 
a. lem baga pendidikan inggj ; 
b. lem baga pelatihan; 
c .  lembaga peneH 'an; 
d. lembaga pembin aan; dan 
e. lembaga sejenisnya. 

(3 ) Pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan akt 'vitas 
pelayanan administrasi di sekolah dan/atau ·n st'tusi 
pendidikan sebagaima na di1naksud p d ayat (1 )  dapat 
d 'du u ng de gan aktivitas pembelajaran di 
ru mah/ t e 1npat tfuaaaJ masing-masing melaJ u i  metode 
pembelajaran jarak jauh secara darin a . 

( 4) Teknis pelaksanaan dan valuasi pembelajaran serta 
pe ayanan ad m 'nistrasi sekolah yang merupaLmn 
kewenangan Provinsi diatur leb ih lanj ut o ieh P ra gkat 
Daerah Provinsi yang melaksanakan uru san 
pe1nerintahru b·dang pendidikan . 

(5 )  Teknis pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran serta 
pelayanan administrasi _ekolah di luar rewenangan 
Provinsi diatur lebih lanjut oleh Bupati/Wal ikota d an 
ins ansi penyelenggara pendidikan . 

asal 6 

Penanggung jawab satuan ekolah dan/atau institusi 
pendidikan wajib 

a. memastikan terlaksananya perilaku protokol kesehatan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2 ) ; 

b. menyediakan fas ' litas cuci tangan te1 standar dan muda h  
d i  aks s oleh sernua lingkungan sekolah dan /atau civitas 
akademika in stitu si pendidikan; 

c .  melak.sanakan upaya pe cegahan p•enyeb.aran Cov·d- 19 
di loka.si dan lingkungan sekolah dan/atau insftusi 
pend "d ikan secara rutin dengan cara � 
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1 . membersihkan dan melaku kan disinfeksi sarana dan 
prasarana sekolah dan/atau in stitus · pe nd .d ikan 
setiap kali seteiah aJ..::.tivitas di sekolah dan / a tau 
institusi pendidikan; dan 

· 2 . menerapkan protokol kesehatan bagi pendidik dan 
t naga kepe did i an lain nya.  

Bagian Ketiga 
Kegiatan di  Tempat Kerja 

Pasal 7 

( 1) Aktivitas bek:ezja d j  te 1npat L::erj a/ lrnn tor d ilaksanakan 
dengan kewajiban bagi etiap orang un tuk menerapkan 
protokol kesehatan sebagaimana dimak.sud d alam Pasal 
4 ayat (2 .1 .  

(2 ) Pelaksanaan a ktivitas beke1:ja di tempat kerja/ kan tor 
sebagaimana dimaksud p da ayat ( 1 ) da '.>at didukung 
dengan pelaksanaan aktivi as bekerja d i  rumah/tempat 
t ingga I .  

(3 ) Pimpinan tempat kerja sebagaimana. dilnaksud pada 
ayat { ) wajib : 
a. Memast ikan te laksan anya protokol kesehatan 

sebagaimana dimaksud pada Pa sal 5 ayat (2 ) ; 
b .  Melaksanakan u p  ya pencegahan penyebaran Covid-

19 di  lo1 as i d an l ingkungan tempat kerja secara 
berkala dengan cara 
1 .  membersihkan Hngkungan tempat kerja; 
2 .  melaku kan disinfelrni pada Ian tai , dinding dan 

perangkat ke ja; 
3. melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh 

l<aryawan yang memasuld tempat kerja serta 
memastikan karyawan yang bel{erja d · t mpat 
kerja tidak sedang me ngalaini suh u tubuh di 
atas n or al atau sakit ; 

4 .  n engatur jumlah peke1ja dan jarak antrian 
masuk ke tempat l erja dengan pemberian tanda 
di lantai; 

5 .  pembatasan int raksi dalam aktivitas k rja; 
6 . pemasangan pembatas atau tabir tran spara n 

bagi peke1j yang melayani pelanggan;. 
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7 .  menyarankan setiap orang yang memptmyai 

penya.kit penyerta yang t idal{ te rko tro l  

dan/ atau kondis· yang dapat berakibat fatal 

apabi la terpapar Covid- 1 9  un tuk melakukan 

pembatasa:n kegiatan di tempat kerja dan / atau 

Work From Home (W"FH ) ,  antara lain: 

a) penderita tekanan darah t·nggi ; 

b }  pengidap penyakit jantung; 

c) pengidap dia b t s ;  

d )'  penderita penyalrt • .  paru-paru ; 

e) p nd erita kanker ;  

f) ibu hamil; dan 

g) usia lebih dar i  60 (enain p uluh ) tahun. 

8 .  meny: d iakan fa silitas cuci tangan terstandar, 

proporsional dan mudah diakses pada te mpat 

kerja; 

9 . penyediaan d an pengattiran ruan °an kerja/ rapat 

yang memp rhat ikan ventilasi udara dengan 

baik, sirkulasi de gan uda ra luar; rutin 

1nelakukan pem bersihan filter AC serta 

pengatu ran posisi duduk sesuai jarak aman; dan 

I O .  melakukan penyebaran infonnasi serta 

anj uran/himbauan pencegahan Cov 'd- 9 un uk 

dis barluaskan pada lokasi strategis d i  te mpat 

e Ja .  

Bagian Keempat 

Kegiatan di Rumah Makan 

Pasal 8 

( l l Penanggung jawab restoran / rumah makan/ u saha 

sej n i s  wajib : 

a .  memastikan terlaksananya protokol kesehatan 

s bagai1nana dirnaksud dalam Pasal 4 aya (2 ) ;  

b .  mengatur j arak  meja dan tempat duduk serta an trian 

paling sedi i t 1 , 5 - 2 meter an ar pelanggan; 

c .  m·enerapkan prinsip hygiene sanitasi pangan dalam 

proses penanganan. pangan s sua.i. keten tuan ;  

d .  menyediakan alat b an  tu seperti sarung tangan 

dan/ a au pe njepit makanan untuk meminimalk:an 

kontak langsung dengan makanan siap saji  dalam 

proses persiapan, pengolahan dan penyajian; 

e .  memastik:an k cu ku pan proses pemanasan dalam 

pengolahan mal<anan sesuai standar; 
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f. melakuka n pembersihan area kerja, fusilitas dan 
peraJatan ,  kh u susnya yang memiliki permukaan 
yang bersen tuhan langsung dengan mal(anan secara 
berkala minhnal 2-3 kal i.  sehari ( saat se belum bu ka 
dan tu u p) ne ggu nakan des 'n fek an ya g sesuai ; 

g .  menyediakan fasilitas cuci tangan berstandar bagi 
pelanggan dan pegawai; 

h .  melarang be e rja kruyawan yang sakit atau 
menunj uk:kan suhu tubuh di atas nom1al , batu l  � 
p :iJ ek , diare d an sesak n afas; dan 

i. mengbarusl an bagi pe jamah makanan 
menggunakan sarung tangan , mas :eer , pel indung 
wajah ,  tutup epala dan pakaian ke1j ses u ai 
pedoman keselamatan dan kesehatan kerja; 

j .  tidak menerapkan sistem prasmanan, apabi la 
menerapkan prasmanan agar menempatkan petugas 
pelayanan pada stall yang dised1akan dan 
menggu nakan atribu t sesuai huruf (i) ; 
mengupayakan pembayara n non tuna.i dan atau 
pelayanan dan pe esanan mak:anan dan minuman 
secara online (Delivery Seroioe / Drive Thru) . 

{2 l  Penanggungjawab hot I wajib melaran° ta.mu yang sakit 
t u men unju kJ�an gejala infeksi salu ran n afas yaitu 

suhu tubuh di atas nonnal > demam., batu , pHe , diare 
dan sakit tenggorokan u ntuk ma suk hote l .  

(3 ) Pem i l ik dan / atau penyedi j. sa � serta pilnpinan te mpat 
kerj a konstru.ksi wajib 
a. menunj uk p nanggungjawab dalrun pelak:sanaan 

pencegahan Covid- 9 di kawa an proyek; 
b. menyediakan ruang kesehatan di empat kerja yang 

dileugkapi dengan sarana kesehatan yan g  memadai; 
dan 

c . melakukan pemantauan secara berkala kesehatan 
pekerja selama berada di kaw san proyek.  

agian Kel ima 
Kegiatan Keagamaan di  u mah lbadah 

Pasal 9 

Kegiatan eagamaan di ru mah ibadah dilaJ.::sanakan dengan 
kewajiban bagi setiap orang untu k menerapkan protokol 
kesehatan se bagaimana dimal sud dalam Pasal 4 ayat (2 ) . 
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Pasal 0 

Pengurus atau Penanagung jawab rumah ibadah wajib 

a .  me ast ikan terlaksananya proto o l  kese atan 

sebagaimana d imaksud dalam Pasal 4 ayat (2 } ; 

b .  menyiapkan pe ugas untuk melakukan dan me gawas1 

penerapan protokol kesehatan di area rumah ibadah � 

c .  melakukan upaya pencegab an penyebaran Covid- 1 9 di 

ru mah ibadah secara berkala dengan cru·a : 

I .  mem bersih.kan rumah ibadah dan Hngkunga.n 

sekitarnya; 

2 . melakukan disinfeksi pada Ian ai, d ind · g , dan 

perangkat bangunan rum.ah ibadab secara berkala 

se be lu m d an sesudah kegiatan ibadah ; 

membatasi jumlah pintu /jalur keluar masuk rumah 

ibadah ;. 

4 .  men ediakan fasili tas cud tangan t rstan dar atau 

handsanitizer di pintu masuk; 

5 .  mengopt imalkan sirkulasi udara dan sinar matahari 

masuk rumah ibadah . J ika terhadap AC,  lakukan 

pembersihan filter secara berkala; 

6 .  t.idak menggunal<:an karpet pada lan tai ru m.a h 

ibadah;. 

7 .  menyediakan al t pengecekan suhu tubuh d i pintu 

masuk; 

8 .  memberi tanda pembatas jarak d i  lantai/ kursi ; 

9 .  melakukan pengaturan j m.Iah orang d ' dalam 

rumah ihadah dalam waktu yang be "Samaan; 

1 0 . menghindari kon tak fisik seperti bersalaman at.au 

berpelukan . 

1 1 . menganjurkan masyarakat yang tergolong anak

anal<:, us ia lanjut ,  d an yang memiliki penyakit 

penyerta u ntu k beribadah di rumah masing-masing; 

1 2 .  memasang med ia komunik si tentang imbauan 

penerapan proto ol kesehatan dan a au sosialisas i 

kepada ja.ma.ah; dan 

13 . me mast · an setiap orang/jemaah membawa 

perlengkapan ibadah sendiri seperti saj adah, 

mukena dan perlengkapan lainn a. 
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Bagian Keenam 
Kegiatan di Tempat atau Fasilitas U 1nu1n 

Pasal 1 1  
( l) Kegiatan di tempat a.tau fasi l i  as umu m  d ' laksanakan 

dengan k waj.iban bagi setiap o rang un tuk me e apka n 
protokol kesehatan e agaimana di n1aksud dalam Pasal 

· ayat (2 ) . 
(2) Pengelola tempat atau fasilitas umu m  waj ib : 

a. rnemastikan terlal{sananya p rotokol kesehatan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2 )� 

b. me lakukan upaya pe ncegahan pe yeba ran Covid -19 
di mpat at.au fasilitas u u seca ra b rkala 
dengan cara 
1. membersihkan tempat atau fas ilitas umum dan 

lingkunaan se itarnya; 
2. n-i:elakukan disinfeksi pada lantai, dinding

) 
perangkat t mpat atau fasilitas u mum; 

3. menyediakan fasi l itas cu c i  tangan terstan dar 
atau handsanitizer di pin tu ma uk; 

4. me ngatur waktu kunju ngan dan 1nembatasi 
jumlah oran° paling hanyak 50% dar i  kapasitas 
tempat /fasilitas umu m; 

5 . memberi peringatan u ntuk berbagi ruang, tidak 
meludah dan memastikan pembuanga n lim bah 
yang tepat; 

6 .  men°optimalkan  sirkt lasi uda ra dan sinar 
matahari masuk ke ruangan fasilitas umum. Jika 
te hadap AC, lakukan pem bersfh a n  filter secar a 
berkala; 

7 .  mengo ptim.alkan ruangan · erbuka untuk tempat 
p nju alan atau transaksi; d an  

8 .  me masan,g media kom u nikasi ten tang imbauan 
penerapan proto kol ke sehatan d an atau 
so sial isasi ke pada p engu nj ung .  

Pem ilik, Pengelola , 
PasaJ 1 2  

Penanggu ngj wab dan satuan 
pengaman an pasar, aH , pertokoan , s walayan waj ib : 

a . menerapkan pe mer· k saan suhu tu bu h ;  
b .  men rapkan atu ran jarak fisik p ada set' ap g rai , to ke , 

an tria n  d an se1nua fas il itas l a innya an tara · nct iv id u  di  
semua ruang pu blik; 

c .  menetapkan j umlah 
memasu ld e m pat 
fasi 'tas la innya; 

maksimum or ang y ang bisa 
aktivitas perdaga n gan , lif t dan 



 

- 1 3 -

d .  me ny ·apkan petugas u ntuk melakukan dan mengawas · 
penerapan protokol kesehatan ; dan 

e. m mbentuk t un pengawas, yang secara terus menerus 
mengawasi akt 'v itas di  l ingkup objek masing-ma.sing .. 

Bagian Ketujuh 
Kegiatan Sosial dan Budaya 

P Sal 13 

( 1 )  Kegiatan sosial dan budaya d ilak-sanakan dengru1 
kewaj i b an bagi setiap orang un tuk menerapkan protokol 
kesehatan sebagaimana dimaksud daJain Pasal 4 ayat 
(2 )  

(2 ) Penanggung jawab kegiatan sosiaJ dan budaya wajib : 
a .  rnemastikan t rra sa:nanya penerapan p ro okol 

kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 
aya (2 ) ; dan 

b .  melaku kan upaya pencegahan penyebaran Covid- 1 9  
d i  tempat dilaksa.nakannya kegiatan sosial dan 
bud a.ya dengan ca ·a 
1 .  memastikan kebersihan tempat atau lokasi 

kegiatan dan Hngku ngan sekitarn a; 
2 .  meminta penyedia tempat atau lokasi kegiatan 

untuk m lal�u kan disinfeksi pada lantai, dinding, 
dan perangkat yang d · sediakan un uk kegiatan 
sosial dan budaya sebelum clan setela h kegiatan; 

3. mengoptimalkan sirkula.si udara dan sinar 
matahari masuk ke ruangan fa.silitas umum, j ika 
menggunal<an AC agar dilakukan pem ber:siha n  
filter secara berkala pada saat melakukan 
kegiatan di dalam gedung; 

4 . membatasi jumlah peserta kegiatan paling banyak 
50% dari kapasitas ruangan/ tempat k giatan; 

5 .. memasang media komunikasi tentang imbauan 
penerapan protokol keseha.tan dan atau sosialisasi 
pencegahan Covid - 19 ; dan 

6. mengatu r tata leta.k penempatan peserta1 jalur 
keluar rnasu k p serta untuk mema stikan jaga 
jarak. aman ; 

(3 )  Kegiatan sos ial d an budaya sebagaimana climaksud 
pada ayat (1) termasuk kegiatan yang b rkai an dengan 
perkumpulan atau pertemuan : 
a. poli t ik;. 

b. olah raga; 
c .  h iburan ; 

d.  akademik; 



 

e .  bu daya; 

f. khitan; 
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g .  pernikahan;  dan 

h .  p makaman dan /  a tau takziah kematian . 

Bagian Kedelapan 

P nggunaan Moda Transportas i U n tuk Pergerakan Orang 

dan Baran g  

Pasal 14 

( 1 )  Pe nggunaan rnoda tran sportasi unt uk  perge rakan orang 

dan ha.ra ng d ' laksanakan dengan kewajihan bagi setiap 

orang untuk menerapkan protokol kesehatan 

sebagain1ana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) . 

(2 ) Penanggung j awab, penyedia d n / atau p ng guna mod 

transportas i u n tuk pergeraJ.{an orang dan barang waj ib : 

a. mema stikan terlalisananya per ila ku p otoko 

keseh atan seba0aimana dimaksud dalam Pasal 4 

ayat (2 ) ; dan 

b . me laku kan upaya pencegahan penyebaran Covid- 1 9  

pada moda transportasi dengan cara 

l .  membe rsihkan moda transportas i ; 

2 .  me aku kar1 disin feksi se ara berkala moda 

transportasi yang digu nakan paling s d il d t  3 kali 

sehari ; 

3 .  me ggunak:an maske r dan/ atau sarun g tangan 

pada saat mengendarai atau nai moda 

transportasi ; 

4 .  Inembatasi j u mlah orang maksin1al 5 0% (lima 

pu lu h persen) dari kap asita .s angkut mo d a  

tran spo rtasi � 

5 .  memastikan pene ra pan j aga j arak denga 

be rbagai cara : 

a) pengatu ran / pe mbatasan j um lah penu1npang; 

b )  pada p · tu masuk beri penanda agar 

penump ang tidak b r �e ru mu dengan 

mengatu r j arak an trian m 'n imal 1 , 5 meter ; 

c )  mengatu r j am  operasio nal aaar tidal{ te 1j adi 

penu m p u kan pe umpang; 

d )  j ika memungkinkan pemesanan tiket 

dilakukan secara online; dan 
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e }  jika penerapan jaga jarak tidak dapat 

di erapkan dapat dilakukan rekayasa sepert i 

pemasangan pembatas atau tabir kaca bagi 

pekerja di moda transpor asi , menggunakan 

tambahan pelindung wajah .  

6 . Melakukan deteksi dan p mantau an su h t u  bu h 

petugas dan penum.pang yru g e lasu i oda 

transportasi . 

Bagian KesembHan 

Kegiatan Pada Saat Pemi l ihan Kepala Daerah 

Pasal 1 5  

( 1 )  Se tiap pentahapan pernilihan Kepala Dae ah waj 'b 

mengiku t i  Protokol Kesehatan pencegahan pen u laran 

Corona Virus Disease 20 1 9  ( co vm,_ 1 9) . 

(2 } Pencegahar1 penularan Corona Virus Di ea - e 20 19 

(COVID- 19) sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 } 

dilalrnanakan s,esuai dengan ketentu an peraturan 

perundang- udangan. 

AB I I I  

HA DAN KEWAJIBAN PENDUDUK DALAM 

PELAKSANAA AKB-M2 PA CO VID 1 9  

asal 1 6  

( l )  Setiap penduduk d · wilayah provin si mempunyai hak 

yang sama untuk :  

a. memperoleh perlakuan dan pelayana n  dari 

Pemer i ntah Provinsi dan Kabupaten/ Kota; 

b. mendapatkru1 pelayanan kesehatan dasar sesuai 

k butuhan medis ; 

c .  memperoleh da a dan info masi publ ik seputar 

Covid- 1 9 ;  

d .  kemu dahan akses di dalam melaku ka n pengaduan 

seputar Covid- 1 9 ; dan 

e. pe layanan pemulasaran dan pemakaman je nazah 

Covid- 1 9  d an /  tau terduga Cov · d - 9.  

(2) Pelaksa aan pemen uhan hak se bagaimana dimaksud 

pada ayat ( 1 ) oleh Pemerintah Kabupaten / Kota 

mengikuti petunj uk tekn · s yang ditetapkan oleh 

Bupati/ W  alikota . 
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Pasal 7 
( ) Dalam. hal penanganan Covid- 1 9 � setiap penduduk 

wajib : 

a .  melaksanakan protokol kesehatan seperti dimaJ.rnud 
pada Pasal 4 ayat (2 ) ; 

b .  mengiku ti testing dan pemeriksaan san1pel untuk 

Covid- 19 dalam rangka p ny lid ikan epid niologi 
{ Contact Tracing) apabila telah di tetapkan untuk 
djperiksa ole h petugas.; 

c .  me l akukan isolas · mandiri di tempat tinggal 
dan /atau tempat karantina maupun perawatan di 
rumah sakit sesuai rekomendasi fasi l i tas pelayana.n 

esehatan dan / a tau tenaga kesehatan ; dan 
d .  melaporkan kepada tenaga keseh ata 1 apab ' la d i ri 

sendiri dan/atau keluarganya terpapar Covid- 1 9 .  
(2J Pe l aksanaan k waj iban sebagaimana dimaksud pada 

ayat ( 1 ) mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh 
Eu pati/WaJikota. 

BAB IV 

SU iBER DAY A PENANGAN AN COVID- 1 9 

Pasal 1 8  

( 1 ) Dalam rangka melaksanakan penanganan dan 
penanggu angan Cov id- 19 d i  w ilayah Sumatera Selatan

1 

Pemerintah Kabupa en/ Kota menyusun basis data dan 
informasi kebu uhan penyediaa dan penyal uran sumber 

daya. 
(2 ) Prosedur dan penggu aan s istem informasi dalam 

rangka penyediaan dan penyaluran sumber daya 

se bagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) d itetapkan oleh 
Bu pati/W alikota. 

Pasa l  19 

) Pe meri ntah Kabupaten/Ko a dapat melakukan 
e rjasama dengan b rbagai pihak sesuai d ngan 

ketentuan peraturan p undang-u dangan . 
(2 ) e rjasama sebagaiman,- d imaksud pada ayat ( 1 ) 

dilakukan dalam ben tuk : 

a .  duk:u ngan sumber daya ma nu sia; 

b.  saran a dan prasarana; 
c .  data d-an infoymas'. ; 



 

- 7 -

d. jasa dan /atau duku ngan la :n ; dan 

e. pembiayaan. 

BAB Y 

PEM INAAN , P MAN AUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN 

Bagian Kesatu 

Pembinaan 

Pasal 2 0  

( 1 )  Pemerintah Provin si melaku kan pem binaan pelaksanaan 

A KB- M 2 PA Cov:id - 1 9 kepada Pemerin tah Kabu pate n / 

Ko ta . 

(2} Pe merin tah Kabupa e n / Ko ta melaku kan p e mbinaan 

pe laksanaan AKB -M 2 PA Covid - 1 9  kep ada Peme rin tah 

Kecamatan , De sa / Kel urahan sampai ke Ru kun Te tangga 

( RT) dan Ruku n W arga ( RW ) . 

( 3 }  D alam pelaksanaan pem binaan dila.1 u kan o eh gugu s 

tugas pro in si dan gugu s tuga.s kabu pate n / ko ta se sua i  

dengan kewenangann a. 

(4 ) Pe mbinaan d i l aksanakan secara berke sinam bu ngan 

u ntu k me mastikan be rfu ngs · ya gu gu s  tu g s sampai di 

t in gkat Desa / Kelu rahan / RT / RW .  

Bagian K dua  

Pemantauan dan Evaluas i 

Pasal 2 1  

( 1 ) Pemantauan dan evaluas · terhada p A -M2 PA Covid- 9 

dilakukan dalam rangka menil a .i keberhas ilan d alam 

me mutus rantai pen u laran Covid - 9 .  

(2 )  Pemantauan dan ev alu asi sebagaimana dimaksud p ada 

ayat ( ) dHa ku kan oleh Gugu s Tu gas Prov insi/ Kabu paten 

; · o ta sesuai d ngan wewenan g  dan . anggu ngj awab 

1 nelaJu i peman auan at au p meriksaan ke lapangan. 

(3 ) Penilaian keberhasilan pelaksan aan  AKB-M2 A Covid- 19 

sebagaiman a di maksu d pada ayat ( 1 ) d id asa rkan pa.da 

kriteria : 

a . pelaksanaan AKB- M2 P/\ Covid- 19 se suai dengan 

Pe raturan Gubernur dan Peraturan B u pa t i/WalHrnta; 

b .  jumlah kasu s; dan 

c .  se baran kasu . 
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Pasal 22 
( 1 ) DaJam pelaksanaan AKB-M2 PA Covid- 1 9 , Pemerintah 

Provinsi/ Kabupaten/ Kota� swasta� akademisi , 
masyarakat, dan media turut berpartisipasi aktif 
melakukan pemantauan p dak:sanaan Al -M2 PA Covid-
19 .  

(2} P,emantauan. pelaksanaan AKB- M2PA Co id- 19 
sebagaimana dimak:sud pada ayat ( 1 )  d ilaporkan melalu i  
kanal penanganan pengad uan masyarakat yang dimHil · 
oleh Pemerintah Prov in  si/ K bu pate / Kota. 

(3 ) Hasil pelaporan oleh masyarakat sebagai man dimaksud 
pada ayat (2)  ditindaklanjuti oleh Gu0us Tuga s Provin s '/  

Kabupaten / Kota sesuai dengan kewenangan dan 
tanggungjawab. 

AB VI 
SAN KSI 

Pasal 23 
( 1 ) Setiap orang yang melakukan pelanggaran te rhadap 

pelaksanaan AKB-M2PA pada si tuasi Covid� 19 
d ' ke n akan san ksi administratif dan daya paksa 
polisional. 

(2 ) Sanksi Administratif seba0aimana dimalrnud pada ayat 
( 1 )  te d iri dari : 
a. teguran Hsan; 
b .  tegu ran tertul i s; 
c .  penghentian sem n tar kegiatan ; 
d . penghentia.n tetap kegiatan ; 
e .  pencabu tan seme tara izin ; 
f. pencabutan tetap izin ; dan/ atau 
g. de nda  administratif paling sedikit Rp. 1 0 0 . 000 ,00 

(seratus r ib u rupiah) dan paling banyak 
Rp. 500 .000,00 (l ima ratus ribu ru piah) . 

h .  daya paksa polis:ional sebagaimana dimaksud pa da 
ayat ( l )  terd iri dari .: 
1 . membersihan fasHitas umum; 
2 .  menyanyikan lagu-lagu asional ; 
3 .  melakukan push-up; dan/ a.tau 
4 . me gucapkan ja.nj i tidak akan melanggar protokol 

kesehatan . 
(3 ) Pemberian sanksi sebagai mana dimaksu d  pada ayat ( 1 )  

d i laksanakan oleh Satuan Polisi Pamo ng  Praja, instansi 
teknis d an dapat did ampingi o 1eh Kepolisian . 



 

- 1 9  -

(4) Pemberian san ksi sebagaimana dimaksud pad a ayat ( 1 )  
untuk pelangaaran yang menjadi kewenanaan 
Pemerintah P:rovinsi dilaku'kan oleh Pemerintah Provinsi 
melalui Satuan Polisi Pamong Praj a Provinsi . 

(S J  Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada a at ( l l  
untuk pelanggaran yang menjadi kewenangan 
kabupaten/ ko :a d ' lakukan oleh Pemerintah Kabupaten/ 
Kota n1elalui Satuan Polis i Pamong Praj Kabupaten/ 
Kota. 

Pasal 24 
( l J Set iap penanggung jawab sekolah dan/atau institusi 

pendidikan yang melanggar kewajiban sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 5 d ik nakan sanksi administrat if 
beru pa teguran tertulis. 

(2 ) Pemberian sanksi  sebagaimana climaksud pada ayat ( 1 )  
dilakukan oleh Satu an Polisi Pamong Praja bersama 
instansi e nis . 

Pasal 25 
( 1) Setiap pimpinan tempat kerja pada tempat kerja/  kantor 

yang tidak d ikecu alikan yang melanggar k wajiban 
sebagaimana dimakst d dalam Pasal 8 ayat (3 )  dikenakan 
sanksi administrat ' f  berupa 
a . penghentian sem en tara kegiatan berupa penyegelan  

kan tor/ tempat kerja; dan 
b . denda administratff  pa ling sedikit Rp . 5 .000 .000 ,00 

(lima juta rupiah) dan paling banyak Rp. 
1 0 .000. 000,00 (sepuluh j uta ru piah) . 

(2 )  Dalam hal tempat ke1ja /kantor yang dikecuaJikan dari 
penghentian sementara ak.t:i.vi tas bel<:e rja di tempat kerja 
tidak melaksanal<:an ewajiban penerapan protokol 
p,encegaha penyebaran Covid - 9 ,  pimpinan te :npat 
ke1ja dikenakan sa ksi administratif berupa teguran 
ertulis dan denda administra tif paling sediki t Rp. 

25. 000 .000,- (dua pu luh lima juta rupiah) dan parn g 
banyak Rp . 50 .. 000.000;00 (lima puluh j uta rupiah) . 

(3 )  Pemberian sanksi administ ·atif sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( ) dan ya t (2 ) dilakukan oleh Dinas Te naga 
Kerja dan Transmigrasi dengan pendampingan dari 
Pe ·angkat Daerah ter ait .  
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(4j Penyegelan kantor/tempat ketja sebagaiman a dimaksud 

pada ayat ( 1 ) berlaku san1pai dengan dibayarnya d enda 

administra · r. 

(5) Pelanggaran hukum yang menjadi kewenangan provinsi 

d i laku kan oleh Pemerintah Provinsi me lalui Dinas 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan pendampingan 

dari Pera.ngkat Daerah terkait.  

(6) Pelanggaran huku m yang menjadi ke,;venangan 

kabupate / kota dilaku an oleh Pemerinta h  Kabupaten / 

Ko a melalui  Dinas yang membidangi ke en agake1j aan 

dengan pendampingan dari Perangl{at Daerah terkait .  

Pasal 26 

( 1 ) Setiap penanggung jawab restoran/ ruma.h mal an/ u saha 

sejenis yang melanggar kewaj 'ban se bagai nan a 

d imaksud  pad a P al 9 ayat ( 1 ) d ikenakan sanksi 

administratif beru pa : 

a .  penerapan protokol pencegahan penyebaran Covid - 19 ; 

dan 

b.  dikenakan sanksi administra i f, pengh entian 

sementara kegiatan berupa penyegelan restoran / 

u mah maka / u saha seje is  d an denda administratif 

paling sedikit  Rp. 5 . 000 .000,00 ( lima j uta rupiah) d an 

paling banyak Rp. 10 .000.000 ,.00 (sep uluh juta 

rup ·ah ) . 

(2 } Pemberian sanksi administrat if sebagaimana dimaksud 

pada ayat ( 1 )  d i lakukan oleh Satuan Pol i si Pamong Praja 

dengan p• ndampingan dari Perangkat Daerah terkait . 

(3 ) Pelanggaran hu kum yang menjad : kewenangan provinsi 

dilakukan oleh Pe merintah Provinsi melalui Satuan Pohsi 

Pamong Praja dengan pen dampingan dari Perangkat 

Daerah terkait .  

(4) Pelanggaran h ukum yang menJ adi kewenangan 

kabupaten/ kota di laku kan oleh Pemer · tah Kabupaten/ 

Kota mela lu i  Sa uan ol is i Pamo g Praja dengan 

pendampingan dari Perangkat Da rah terkait. 

Pasal 27 

( 1 ) Set iap penan ggung jawab hotel yang melanggar 

kewajiban seba0a imana dimaksu d dalam. Pa.sal 8 ayat (2 ) 

d "kenakan sanksi adm in istra if beru pa : 

a .  pengh entian sementara kegiatan berupa penyegelan 

fasilitas layanan hotel ;  dan 
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b .  de nda admin istratif paling sedikit Rp. 5 . 000 .000 )00 

(lima juta rupiah) d an  paling banyak Rp. 

1 5 .000 .000,00 (lima betas j u ta rupiah) . 

(2 ) Pemberian sanksi adm in  · stratif sebagaimana. dilnaksud 

pad.a ayat ( l )  d i lakukan oleh Satu an Polisi Pan1ong raja 

dengan pendampingan dari Perangkat Da erah terkai t .  

{3 i Penyegelan fasilita s hotel sebagaimana dilnaksud pada 

ayat { 1 ) berlaku sampai dengan dibayarnya denda 

administratif. 

(4 ) Pe langgaran hukum yang menjadi kewenangan Prov i n si 

dilaku kan oleh Pemerintah Provinsi melalu i S tu an Polisi 

Pamo:ng Praja dengan Pendamp ' gan dari Perangkat 

Daerah terkait .  

( 5 )  Pelanggaran hul{um yang menjadi kewenangan 

kabupaten/ kota dilakukan oleh Peme · i n tah Kabupaten/ 

Kota melalui Satuan Pol isi Pamong Praja dengan 

pe ndampingan dari Perangkat Da rah terkait .  

Pasal 28 

( 1 )  Set iap p · mpinan tempa . k:e�ja pad a  kegia tan konstruksi 

yanq melanggar kewaj iban sebagaimana d imakst d pada 

Pasal 8 ayat (3 ) dikenakan sanksi administratlf berupa : 

a. tegu ran tertulis dan denda. ad m i  1 is tratif palina: sediki t 

Rp . 5 .000 .000 ,00 ( l "ma j u ta rupiah) dan paling banyak 

Rp. 1 5 .000 .000 ,00 (l ima belas j uta rupiah) ; dan 

b. j ika masih melakukan pelanggaran d ikenakan 

t'nd akan p nghentian sementara kegiatan konstruksi ,  

berupa peny,egelan di kawasan proye ·� . 

(2 )  Pe mberian sanksi sebagaimana dimaksud pad a  ayat ( 1 )  

dilaku l{an oleh D inas yang membidang·  ketenagakerjaan 

dengan pendrunpingan dari Perangkat Daera.h terkait . 

( 3 )  Penyegelan kawasan proyek sebagaimana d imaksud 

pada yat ( 1 )  huruf b berlaku san1pai d ngan dibayarnya 

dend administrat 'f 

(4 J  Pelanggaran hul{um yang menjadi kewenangan Provinsi 

d " lakukan oleh Peme ·i r tah Provinsi melalu i Dinas 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan pendampingan 

da:ri Perangkat Dae , ah terkait . 

(5 )  Pelanggaran h ukum yang menj adi kewenangan 

kabu paten /kota d i laku kan oleh Pe :nerintah Kabupaten / 

Kota melalui  Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

de gan pendrunpingan dad Perangkat Daerah terkait . 
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Pasal 29 
( 1 )  Setiap penanggung jaw ab rumah ibada.h yang melanggar 

kewajiban sebagaimana dimak:sud dalam. Pasal 1 0  
d ikenakan. sanksi admin istratif berupa teguran ertulis. 

(2 ) emberian san si sebagaimana dimak:sud pada ayat ( 1 )  
dilakukan oleh Satuan Pol isi Pamo ng Praja. 

(3 }  Pelanggaran huku m  yang menjadi kewenangan Provinsi 
dilakukan oleh Pemerintah Provinsi melalui Satuan Polis ' 
Pan1ong Praja Provinsi. 

(4 ) Pelanggaran hu ku m  yang menjad . rewenangan 
kabupaten/�ota d ilakukan oleh Pemerin tah Kabupaten / 

ota melalui Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten / 
ota. 

PasaJ. 30 

(1) Setiap pen°elola tempat atau fasilitas umum yang 
me anggar kewajiban sebagaimana dimaksu d dalam 
Pasal 12 ayat (2) d ikenakan sanksi : 
a .  administrat i f  b rupa tegu ran tertulis ;  
b. sosial berupa membersihkan sa: ·ana fasilitas umum; 

dan 
c. denda administrat '  paling sedikit Rp. 1 00 .000,00 

500 .000,00 (lima ratus ri u rupiah ) .  
(2 ) Pe m b  ria. n sanksi sebagaimana dimak ud pada aya t ( 1 ) 

dilakukan oleh Sa.tuan Polisi Pamong Praja dan dapat 
didampingi oleh Kepolisian. 

(3 )  Pelanggaran hukum yang menj adi kewenangan Provinsi 
dilakukan oleh Pemerintah Provinsi m lalui Satuan Palisi 
Pamong Praja dengan pendampingan da.ri Perangkat 
Daerah terkait. 

(4 ) Pela ggaran hukum yang menjad i kewenangan 
kabupaten/ kota dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/ 
l ota melalui Satuan Pol isi Pamong Fraja den°an 
pendampingan dari Perangkat Daerah terkait. 

Pasal 3 1  

( l l Set iap penanggung jawab kegiatan sos ·a1 dan budaya 
yang melanggar kewajiban sebagai1nana dilnaksud dalrun 
Pasal 13 ayat (2)  d ikenakan sanksi ; 

a .  p ngh entian a au pembu baran kegiatan yang sedang 
berlangsung; dan 
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b .  denda administrat if pal ing sedikit Rp. 500 . 000,00 
( l ima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp . 
L 000 .000 00 (satu juta rupiah) . 

(2 )  Selain pengenaan sanksi denda admin · stratif, terhadap 
penanggu ng jawab/ badan hukum y: ng melanggar 
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dapat 
dikenakan sanksi pencabu tan izin us.aha oleh insta.nsi 
berwenang. 

(3 ) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) 
dilakul,mn oleh Satu an Pol isi Pamong Praja dengan 
pendainpingan Perangkat Daerah te ·kait. 

(4 ) Pelanggaran hukum yana me njadi kewenan°an Provin si 
d i lakukan oleh Pemerintah Provins i  mela ui S tuan Polisi 
Prunong Praja dengan pendamp · ngan dari Perangkat 
Daerah terkait. 

(5 )  Pelanggaran h ukum yang menjadi  kewenangan 
kabupaten/kota dila ukan oleh Pemerin tah Kabupa en / 
Kota melalui Satuan Pol is i  Painong Praja dengan 
pendampingan dari Perangkat Da rah terkait. 

Pasal 32 

( 1 J Setiap pengemudi mobil penumpan g/ pribadi yang 
berpen u mpang leb1 h dari 1 (satu ), orang dan tidal� 
menggunakan masker dalarn. kendaraan dikenakan 
sank:si se bagai beriku t: 

a. denda dministrat if  paling sedikit Rp . 1 00 .000 ,00 
(seratus ribu rupiah ) dan paling banyak Rp. 
500.000 100 (lima ratus ribu rup'.ah) ; 

b .  kerja sosial berupa membersihkan sarana fasil i tas 
umum; dan 

c .  tinda.kan penderekan ke tempat penyirnpanan 
kendaraan bermotor yang disediakan oleh Peme rintah 
Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ ota. 

(2 ) Ketentuan sebagailnana d imaksud pada ayat ( } 
d ik cualikan u ntuk pengemudi dan penumpang 
kendaraan yana berasal dari satu keluarga dengan 
aJamat yang sama. 

(3 ) Pemberian sanksi sebagaimana dimal{S Ud pada ayat ( 1 ) 
d ilakukan oleh Satuan Polisi P.among Praja d engan 
Pendampingan d ari Dinas Perhu bungan dan T epolisian . 
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(4) Dalam melakukan tindaka n pe nde rekan� Satuan Polisi 
Pamong Praja tidak bertanggung jaw b atas kele n°kapan 

dan eu tuhan kendaraan  bese rt muatannya . 

(5) Setelah dilaku ;;:an pende rekan ke nda raa n, Satuan Polisi 
Pamon° Praja menyampaikan pe mberitah ua n seca ra 

tertu l is kepada p-emilik/pengemudi mobil penu mpang 
pribad · dalam waktu 1 x 24 ts tu kali dua pu uh e mpat

) 
jatn untt k 1nen aamhil ke ndaraan nya. 

(6) Dalam haJ setelah disampaikan pembe ritahuan secar a 

tertul is se bagaimana di maksud pada ayat (5 ) , pemi l ik / 

pengemudi mob] pe n  u rnpang pr ibadi dalam ja ngka 

waktu 3 (tiga) hari ; kendara a n  akan dipindahkan ke 

te mpat penyimpanan kendar aa n berm o or Dinas 

Perhu bungan ya ng p rosesnya dil {Ukan sesuai de ngan 

ketentuan peraturan perundangan -undanganan. 

(7) Pelanggaran hu um yang men jadi kev ena ngan P rovinsi 

dilakuka n  oleh Pemerintah P rovinsi melalui Satuan 

Poli i Pan1ong Pr aja dengan pendampingan da ri 

Perangkat Daerah terkait. 

(8) Pelanggaran h u kum yang menjadi kewenangan 

kabu paten / kota dilaku1 an ol h P. n1erin .ah Kabu paten /  

Kota melalui Satuan Polisi Painong P ra ja dengan 
pendainpingan dar' erangkat Daerah erkait. 

Pasal 33 
{ 1 ) Se tiap pengemudi sepeda motor yang mela nggar 

dan / atau tidak 
sank:si denda 

ketentuan membawa 

rnengg:u naJ{an masl{er 

ad.minis tratif 

pen umpang 

d" kenakan 

a .  d enda admistrati f  paling sed ikit p . 1 00 . 0 0 0 , 00 

( seratu s  ribu h ru piah) dan p aling ban yak Rp . 
50 0 . 0 00 , 00 ( .· ma ra u s  rib u ru p iah ) ; 

b . ke1ja so sial berupa memb e s i hkan sa rana fasil itas 

umum ; dan 

c. tindakan penderekan 

ke n daraan bermo tor 

Pe merintah Provin si 

Kab u paten/ Kota. 

ke te m pat p e nyimp anan 

yang di sediakan  oleh 

dan Pemerin tah 

(2 l  Ket ntu an se bagaimana dimaksud pada ay at ( 1 ) 
d ikecuaJikan untu k pen gemudi dan pe u mp ng sepeda 
moto yang berasal d ari satu kelua rga dengan alamat 
yang sama . 

- -- ·--- · 
-- - ------
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(3 ) Pe langgaran hu kum yang menjadi kev,l,enangan Provin si 
dilakukan oleh Pemerintah Provinsi . 

(4) Pelan°garan hukum yang menjadi hu {U n kewenangan 
kab upaten/ kota d " lakukan oleh emerintah Kabupaten/ 
Ko , a . 

(5) Setiap pengemudi sepeda motor yang dig:unakan sebagai 
angl{u tan roda d ua berbasis aplikasi yang meianggar 
ketentuan mem awa penumpang� dikenakan sanksi : 
a. denda adm i n ist atif palin° sedikit Rp. 100. 000 ,00 

(seratu s  ribu rupiah ) dan paling banyak Rp .. 
2 50 .000 ,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; 

b . kerja sosial berupa membersihkan sarana fasil i tas 
umum dengan mengenakan rompi; atau 

c .  tinda}::an pend erel an ke tempa penyimpanan 
ke daraan bermotor yang disediakan oleh 
Pemerintah Provinsi dan Pe merintah 
Kabupaten/ Kota. 

1 (6) Dikecualikan dari ketentuan sebagajmana dimaksud 
pada ayat (1) ; j ika penumpang satu alamat/ te 1n pat 
t i ggal dengan pengemu di seped a motor yang 
ct ·buktikan dengan Kartu Tanda Pendudu k (K P) . 

(7 ) Pemberian sanksi sebaga imana dimaksud pada ayat ( 1 ) 
dan ayat (5 } d i laku kan oleh Satuan Polisi Pamong Praja 
ctengan penaamp"ingan aar'1 D" nas t'ernu'uangau liW1 
Kepolisian . 

(8 ) Dalam melakukan tindakan penderekan, Satuan, Polisi 
Pamong Praja t idak be rtanggungjawab at s kelengkapa n  
dan keu t uhan k ndaraan sep d a  motor beserta 
muatannya. 

(9 ) Setelah d '  a ukan pendere an kendaraan , Satuan Pal isi 
Pamong Praja menyampaikan pemberitah uan secara 
tertu lis kepada pemilik/pengemudi sepeda motor dalam 
waktu l x 24 (satu lrali dua pu luh empat} jam untuk 
mengambil kendaraannya. 

( l0) Dalam hal setelah disampaikan pe mberitahuan secar 
tertu ·s sebagaimana dimaksud pada aya t (9) , pemilik/ 
peng mu di sepeda motor tidak menga mbil sepeda motor 
dalam jangka waktu 3 ( tiga) hari , kendaraan akan 
dipind ahkan ke tempat penyimpanan kendaraa n 
bermotor Dinas Perh u bu rigan yang prosesnya d " laku kan 
sesuai denaan ketentuan peratu ran perundang
undangan . 

( 1 l ) P.e1anggaran hukum yang menjadi l{e,:venangan Provinsi 
d 'lak.t: kan o1eh Pem rintah Provinsi melalu ' Satu a n  PoHsi 
Pan1ong Praja denaan pendampingan dar:i. Dinas 
Perhubungan dan Kepolisian. 
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{ 12 ) Pe 1 anggaran h ukum yang menjadi kewenangan 
kabupaten / kota dilak:ukan oleh Pemerintah Kab paten/ 
Kota melalui Satuan Palisi Pamong Praja dengan 
pendampingan dari D inas Perhubu ngan dan  Kepolisian. 

Pasal 34 

( 1 ) Set iap orang, pelaku usaha atau badan huku m pemiHk 
Kendaraan Bermotor Um u m  angkutan o ·ang dan/atau 
barang yang melanggar pembatasan jumlah orang 
d an /atau tidak menggunakan m.asl r dalam kenda.raan, 
dikenakan san mi berupa : 
a. men u runkan sejumlah pe numpang yang melebihi 

pembatasan; dan/ atau 
b .  denda adminis rat.if par g sedikit Rp. 100.000 )00 

(seratus ribu ru piah) dan pal i ng banyak Rp .. 
500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) 

c. ke·ja sosial berupa membersihkan sarana fasilitas 
umum; atau 

d.  tindakan pend erekan ke tempat penyimpanan 
l{end a ·aan bermotor yang d isediakan oleh Pemerin tah 
Provinsi dan Peme rintah Kabupaten/ 1 ota. 

(2 )  Pemberian sanksi sebagairnana dimalrnud pada ay t (1) 
dilakukan oleh Dinas Perh u bu ngan dengan 
pendampi gan dari Satuan PoHsi Pamong Praja dan 
Kepol i sian . 

{3) Dalam ·melakukan tindakan. penderekan, Dinas 
Perhubungan tidak: ber anggung jawab atas kele ngkapan 
dan keu tuhan kendaraan bermotor u nn.1 m dan/ atau 
moda transportasi barang beserta muatan nya .  

(4 ) Setelah dilakukan penderekan ke ndaxaan, Dinas 
Perh u bu ngan menyampaikan pemberitahuan secara 
tertulis kepada pemilik/ pengemudi kendaraan bermotor 
um m angkutan orang dan/ atau barang dal am waktu 1 
x 24 ( satu kaH dua puluh em pat) jam untuk mengambil 
kendaraannya. 

( 5 )  Da1am hal setelal1 d isampaikan pemberitahuan secara 
tertulis sebagaimru1a d imaksud  pada ayat (4 ) pemilik/ 
pengemudi kendaraan bermotor umum ang.kutan orang 
d a n / atau barang tidak mengambil sep da motor dalam 
jangka waktu 3 (tigal hari, kendaraan akan dipindahkan 
ke tempat penyimpanan ken daraan bermotor Dinas 
Perhu bungan yan g prosesnya dilak.ukan sesuai dengan 
ketentuan peru ndang-undangan. 
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(6) Selain  pengenaan sanksi denda admin istratif, setiap 

orang atau badan u saha pemilik Kendaraan Bermotor 

Um um Angku tan Orang d an /  a tau Ba.rang sebagaimana 

dimaksud pada ayat ( 1 ) ,  yang me gemud.ikan dan 

mengop rasionalkan k:enda raan bermotor di jalan , tidak 

memenuh · persyar tan telrni.s dan laik jalan , d ikenakan 

san ksi s suai dengan e entuan peratu ran perundang

undangan. 

(7 )  Pelangaran hukum yang menjad i  k wenan°an Provinsi 

dilak.ukan oleh Peme1in tab. Provi n si melalui D · · as 

Perhubu ngan dengan pendampingan d ar' Satu an Pol i s '  

Pamo ng Praja dan Kepol i sian . 

(8l Pelanggaran huku m yang menjadi hukum kewenangan 

Kabupa.ten/ Kota dilakukan oleh Pemerintah 

Kabu paten / Kota melalui Dinas Perhubu ngan de ngan 

pendamp ingan dari Satuan olisf Pamong Praja dan 

Kepolisian . 

Pa sal 3 5  

( 1 ) Denda administratif sebagaimana d imal{SUd dalam Pasal 

23 sampai dengan Pasal 34 wajib d isetorkan ke Kas 

Daeran. 

(2 )  Terhadap denda adminis tratif sebagaimana dimaksud 

pada ayat { l } , dit rbitkan SKDA berdasarkan bukti 

pelanggaran dan diber ikan kepada pelanggar u ntuk 

d isetorkan ke kas daerah melalui  Bank St n1SelBabel , 

dengan ketentuan se ba,gai beriku t : 

a. denda adminsitra tif atas pelanggaran sebagaimana 

dimaksud  dalam Pasal 23 , Pasal 24 ,  Pasal 26, Pasal 

27 ,  Pasal 29, Pasal 30 dan Pasa1 3 1  SKDA di terbitkan 

oleh Satuan Polisi Pamong Praja; 

b .  denda adm ini stratif atas pdanggaran sebagaimana 

d i maksud dalam Pasal 2 5  dan Pasal 28 , SKDA 

diterbitl{an oleh Dinas yang membidangi 

ketenagakerjaan ; d 1 

c .  denda ad1nin · stratif atas pelanggaran sebagaimana 

dimaksu.d dalam Pasal 32 ,  Pa sal 33 dan Pasal 34 ,  

SKDA diterbi tkan oleh D in as  Perhu bungan. 

(3 ) Fotokopi surat tanda setoran dari ank SumselBabel 

oleh Pelanggar se bagaimana dimaksud pad.a ayat (2 ) 
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BERlTA DAERAH PROVlNSI SUMATERASELATANTAHUN 2020 NOMOR ..~.

H. NASRUNUMAR

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 14'A.p:Jt'M 2020

SEKRETARISDAERAH
PROVlNSI SUMATERA SELATAN,

f, ~

~

H. HERMAN DERU

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 141.A.P15j;U.; 2020

r.UBERNUR SUMATERA SELATAN,

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatan
dalam Berita Daerah ProvinsiSumatera Selatan.

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Pasal36

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

a. untuk pelanggaran sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf a diserahkan kepada Satuan Polisi
PamongPraja yang melakukan penindakan;

b. untuk pelanggaran sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf b diserahkan kepada dinas yang
membidangi ketenagakerjaan yang melakukan
penindakan; dan

c. untuk pelanggaran sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf c diserahkan kepada Dinas
Perhubungan yang melakukan penindakan.
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GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 
 
 

dto. 
 
 

H. HERMAN DERU 
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